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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 49 TAHUN 2 0 1 0  

TENTANG 

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA UNIT PENGELOLA KELISTRIKAN 
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 94 
Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah 
ditetapkan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu; 

b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, diper1ukan Pegawai dengan jumlah dan persyaratan berdasarkan 
formasi jabatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi 
Jabatan Fungsional Umum pada Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten 
Adminlstrasi Kepulauan Serlbu; 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagalrnana telah beberapa kali diubah terakhlr dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008; 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 
Pegawal Negeri Sipil; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

8. Peraturan Gubemur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Perindustrian dan Energi; 

9. Peraturan Gubemur Nomor 94 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Adminlstrasi 
Kepulauan Seribu; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL 
UMUM PADA UNIT PENGELOLA KELISTRIKAN KABUPATEN ADMINISTRASI 
KEPULAUAN SERIBU. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur inl yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagal unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD 
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

8. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

9. Unit Pengelola Kellstrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 
adalah Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan 
Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provlnsl Daerah Khusus lbukota 
Jakarta. 
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10. Formasi Jabatan Fungsional Umum adalah Jumlah dan susunan Jabatan 
Fungsional Umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja 
Perangkat Daerah menurut jenis yang diperlukan untuk melaksanakan 
tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat 
Daerah yang bersangkutan secara efektif dan efisien. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1) Formasi Jabatan Fungsional Umum dimaksudkan untuk memberikan 
lnformasi Jabatan Fungsional Umum pada Unit Pengelola Kelistrikan 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 

(2) Formasi Jabatan Fungsional Umum bertujuan untuk memberikan pedoman 
dalam penataan kebutuhan Pegawai pada Unit Pengelola Kelistrikan 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 

BAB Ill 

NAMA JABATAN DAN PERALATAN KERJA 

Pasal 3 

(1)  Nama Jabatan Fungslonal Umum pada Unit Pengelola Kelistrikan 
Kabupaten Adminlstrasi Kepulauan Seribu sebagai berikut : 

a. Subbagian Tata Usaha terdiri dari:  

1 .  Pengadministrasi Umum. 

2. Pengurus Barang. 

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu. 

4. Bendahara Penerimaan Pembantu. 

5. Penglrim Surat. 

b. Seksi Pengusahaan dan Pelayanan terdiri dari : 

1 .  Pengadministrasl Pengusahaan dan Pelayanan. 

2. Pengelola Sarana dan Prasarana. 

3. Teknisi Kelistrikan. 

4. Petugas Pencatat Meter. 

c. Seksi Perawatan terdiri dari : 

1. Pengadministrasi Perawatan. 

2. Operator Masin dan Jaringan Listrik. 

3. Operator lnstalasi Air Bersih. 

(2) Peralatan Kerja yang dibutuhkan pada Unit Pengelola Kelistrikan 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disesuaikan dengan peralatan 
kerja teknis pada maslng-masing Bidang Kegiatan. 
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(3) Kegiatan pokok, persyaratan pendidlkan dan peralatan kerja, serta jumlah 
Pegawai pada Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

BABIV 

PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

DAN PENGGUNAAN PERALATAN KERJA 

Bagian Kesatu 

Pengisian Formasi Jabatan Fungsional Umum 

Pasal4 

(1) Pengisian Jabatan Fungsional Umum sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan 
mempertimbangkan pendayagunaan Pegawai yang tersedia pada Unit 
Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 

(2) Kekurangan dan/atau kelebihan Pegawai Unit Pengelola Kelistrikan 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilaporkan kepada Gubemur 
melalui BKD dilengkapi dengan data Kepegawaian yang bersangkutan. 

(3) Pegawai yang saat ini belum memenuhi persyaratan pendidikan dapat 
tetap didayagunakan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. 

Bagian Kedua 

Penggunaan Peralatan Kerja 

Pasal5 

(1) Kelengkapan peralatan kerja didayagunakan berdasarkan prinsip 
efektivitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan peralatan kerja yang 
tersedia. 

(2) Kelengkapan peralatan kerja yang telah ada tetap dipergunakan sesuai 
dengan fungsi masing-masing peralatan. 

(3) Kekurangan dan/atau kelebihan peralatan kerja dilaporkan kepada 
Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan 
Bendahara Umum Daerah untuk digunakan sebagai bahan perencanaan 
kebutuhan peralatan kerja umum. 

BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal6 

Ketentuan mengenai peralatan kerja teknis di luar peralatan kerja umum yang 
telah diatur dalam Peraturan Gubemur ini diatur tersendiri dengan Peraturan 
Gubernur. 
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BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal7 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Februari 2 0 1 0  

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 0 Ma re t 2 0 1  0  

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

MUHAYAT 

NIP 050012362 

- BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TAHUN 2 0 1 0  NOMOR 55  
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BABV 

ESELON 

Pasal 12 

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
adalah Jabatan Struktural Eselon Ill.a. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a. 

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a. 

BABVI 

TATAKERJA 

Pasal 13 

( 1 )  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPGTK wajib taat dan 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah 
(UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi 
PPGTK. 

Pasal14 

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPGTK wajib melaksanakan tugas 
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, 
simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. 

Pasal15 

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbaglan, Kepala Seksi dan Ketua 
Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPGTK wajib memimpin, 
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk 
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing­ 
masing. 

(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPGTK wajib mengikuti dan 
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 16 

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional pada PPGTK wajib mengawasi dan mengendalikan 
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah­ 
langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan 
dan/atau indikasi penyimpangan. 

Pasal 17 

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok 
Jabatan Fungsional pada PPGTK wajib menyampaikan laporan dan 
kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan 
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Pasal 18 

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan T atalaksana melaksanakan 
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap 
PPGTK sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan 
dan pelaporan Dinas Pendidikan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan 
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Gubernur. 

BAB VII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal19 

(1) Pegawai Negeri Sipil pada PPGTK merupakan Pegawai Negeri Sipil 
Daerah. 

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),  
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
kepegawaian negara. 

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, PPGTK mendapat 
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah 
berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian 
dari pembinaan kepegawaian Dinas Pendidikan. 

BAB VIII 

KEUANGAN 

Pasal 20 

( 1 )  Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPGTK dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
Keuangan Negara/Daerah. 

BABIX 

ASET 

Pasal 21 

( 1 ) Aset yang dipergunakan oleh PPGTK sebagai prasarana dan sarana 
kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang 
tidak dipisahkan. 

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan Keuangan Negara/Daerah dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. 

Pasal 22 

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, 
hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada PPGTK dalam rangka 
pelaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang 
daerah. 

(2) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), 
segera dilaporkan kepada kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan 
kepada Gubernur melalui Kepala Sadan Pengelola Keuangan Daerah 
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara 
Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah. 

BABX 

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

Pasal 23 

(1 )  PPGTK menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, 
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala 
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), antara lain meliputi 
laporan: 

a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai; 
b. keuangan; 
c. kinerja; 
d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan 

sarana kerja; 
e. akuntabilitas; dan 
f. pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 24 

Dalam rangka akuntabilitas, PPGTK mengembangkan sistem pengendalian 
internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pendidikan. 
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BABXI 

PENGAWASAN 

Pasal25 

Pengawasan terhadap PPGTK dilaksanakan oleh : 

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab Keuangan Negara; 

b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan 
c. lnspektorat. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal26 

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur 
Nomor 95 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal27 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Maret 2010  

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUK( TA JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 10 M a r e t  2 0 1 0  

SEKRET ARIS DAERAH PROVINS DAERAH KHUSUS 
"BUOTA JAKARTA, 

UHAYAT 
NIP 050012362 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2 0 1 0  NOMOR 57 



Lampiran : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta 

NomOr 51 TAHUN 2010  

Tanggal 2 Maret 2 0 1 0  

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
PUSAT PELATIHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

KEPALA 

SUBBAGIAN 

TATA USAHA 

I I 
SEKSI 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

PROGRAM 
PELATIHAN 

SUBKELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUK} ·TA JAKARTA, 

< 
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